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ABSTRAK

Dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Langkat masih rendah , hal terebut dapat dilihat dari
hasil pemilihan umum pada tahun 2024 yang dimana hanya terdapat 10%, meskipun Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur kewajiban partai politik mencantumkan minimal 30%
perempuan dalam daftar calon legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action belum
terlaksana secara optimal. walaupun, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi
dan representasi perempuan di lembaga legislatif. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat
berbagai hambatan, seperti lemahnya komitmen partai politik dan belum maksimalnya persiapan dari
calon perempuan itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses
optimalisasi affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan berdasarkan UU Pemilu,
serta mengetahui kendala yang terjadi dan upaya yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan adalah
yuridis empiris dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan peran partai
politik, penyediaan ruang partisipatif, serta evaluasi kebijakan secara berkala.Dalam hal ini, partai politik
perlu memperkuat komitmen terhadap afirmasi gender melalui kaderisasi, pelatihan, dan penempatan
strategis calon perempuan. Sementara itu, perempuan yang ingin berpolitik diharapkan meningkatkan
kapasitas, wawasan politik, dan keterampilan kepemimpinan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan

ABSTRACT

The representation of women in the Regional House of Representatives (DPRD) of Langkat Regency remains
low, as reflected in the 2024 general election results, where women make up only 10% of the elected
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members. This is despite Law Number 7 of 2017 on Elections, which mandates that political parties include
at least 30% women in their legislative candidate lists. This situation indicates that the affirmative action
policy has not been implemented optimally. Although the policy is intended to enhance the participation and
representation of women in legislative bodies, its implementation still faces several challenges, such as the
weak commitment of political parties and the lack of adequate preparation among female candidates.This
study aims to examine the process of optimizing affirmative action policies to improve women's
representation based on the Election Law, as well as to identify the challenges encountered and efforts that
can be taken. The method used is empirical juridical, combining literature study and field interviews. The
results show that optimization can be achieved through strengthening regulations, enhancing the role of
political parties, providing participatory space, and conducting regular policy evaluations.In this context,
political parties need to strengthen their commitment to gender affirmation through cadre development,
political training, and the strategic placement of female candidates. Meanwhile, women who wish to engage
in politics are encouraged to improve their capacities, political knowledge, and leadership skills.

Keywords: Optimization, Afϔirmative Action, Representation of Women

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu media penting dalam mewujudkan hak asasi

setiap warga negara. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari pelaksanaan hak tersebut,

pemerintah wajib memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan dalam ketentuan ketatanegaraan.1 Pemilu juga sebagai sarana

pendidikan politik. Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat yang

bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.2

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontestasi pemilu,

menjadi penting untuk ditingkatkan dalam upaya mewujudkan hak setiap orang untuk

mencapai persamaan dan keadilan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2),

setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip ini adalah melalui

penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berpihak serta

memberikan tindakan afirmatif guna meningkatkan representasi perempuan dalam

ranah pemerintahan. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan perlu melakukan

proses optimalisasi terhadap kebijakan affirmative action.

1 Wahyuni Putri Lina, Elidar sari dan Muklis Muklis, “Presidential Threshold Terhadap
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Dalam Sistem ketatanegaraan”, Jurnal
Ilmiah mahasiswa,Vol.1 No.1 ,2020. https://doi.org/10.29103/jimϐh.v1i1.2542

2 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan
Jurusaan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2009. Hlm. 8.

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Ketentuan mengenai bentuk tindakan afirmatif tercermin dalam kebijakan

keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen, yang merupakan langkah

sementara untuk mengatasi ketimpangan dan mendorong tercapainya keadilan serta

kesetaraan. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menciptakan peluang yang setara

antara berbagai kelompok atau golongan, baik berdasarkan gender maupun latar

belakang profesi, dengan kelompok lainnya.3 Pengaturan mengenai kuota

keterwakilan perempuan dapat ditemukan pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi, “Daftar bakal calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling

sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Pengaturan 30% bagi perempuan bertujuan untuk

meningkatkan jumlah perempuan duduk di lembaga perwakilan daerah/rakyat.4

Terkait keterwakilan perempuan sebagai peserta maupun penyelenggara

pemilu, perlu diperkuat narasi mengenai hak-hak khusus atau tindakan afirmatif

dalam bidang politik. Hal ini penting mengingat pelaksanaan keterwakilan perempuan

cenderung mengalami penurunan. Meskipun kebijakan affirmative action

dimaksudkan untuk mendorong peningkatan partisipasi dan representasi perempuan

dalam ranah politik, penerapannya hingga kini masih belum memberikan hasil yang

maksimal. Walaupun UU pemilu secara normatif mewajibkan partai politik untuk

mencantumkan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam daftar calon tetap,5

pada kenyataannya, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif,

khususnya di DPRD Kabupaten Langkat, masih sangat rendah. Pada Pemilu 2024 di

Kabupaten Langkat hanya 5 dari 50 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan,

atau sekitar 10% pada Lembaga Legislatif DPRD, Ini menunjukkan adanya

kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan afirmatif secara administratif dengan

hasil representasi substantif yang dicapai. Jumlah perempuan yang masih minim di

parlemen serta pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan

3 Winata D.K. 2019. Cukup kejar dulu kuota 30% untuk Perempuan., Media Indonesia,
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259643/cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-
perempuan. Akses Tanggal 25 mei 2025.

4 Ratna Riyanti, Perempuan Dalam Pusaran Pemilu, PT. Nasya Expanding Management,
Jawa Tengah, 2021, hlm. 19.

5 Admin, (2024), Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024, Siwalima,
https://siwalimanews.com/partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-
2024/?utm_source=chatgpt.com, Akses Tanggal 29 Mei 2025.
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keputusan menjadi pendorong munculnya gerakan untuk meningkatkan representasi

perempuan di lembaga legislatif di parlemen. 6
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6 Ramlan, dkk, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata
Pemerintah, Jakarta Selatan , 2011. Hlm 3.

7 SanƟka Alwis, EfekƟfitas kuota 30% Keterwakilan Perermpuan Dalam Anggota DPRD Kota
Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 73.
hƩp://repository.uin-suska.ac.id/73063/2/tanpa.pdf.
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8 Andi Ayu AmbarwaƟ Keterwakilan Perempuan Daklam Lembaga LegislaƟf Di Kabupaten
Bulukumba,Skripsi,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PoliƟk Makasar, 2021, hlm. 21
. hƩps://repository.unhas.ac.id/13633/2/E11115003_skripsi_04-02-2022%201-2.pdf.

9 Nurul Fadliyah, AffirmaƟve AcƟon Partai dalam Pencalonan PoliƟsi Perempuan Anngota DPRD
Kota Makasar (Studi Komparasi Partai PPPDan PDIP Kota Makasar), Skripsi, Universitas Islam
Negeri Alauddin,Makasar, 2016, hlm.8hƩp://repositori.uinalauddin.ac.id/4680/1/Nurul%20Fadliyah%20J.p
df.
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10 Nurajidah Dalimunthe, Keterwakilan Perempuan Dalam PoliƟk Pada Pemilu 2019
Kabupaten Lauhan Batu Selatan (Studi Kasus Anngota DPRD Dapil Kec. Kota Pinang),
Skripsi, UniversitasIslamNegeriSumateraUtara, 2021, hlm. 7. hƩp://repository.uinsu.ac.id/14463/1/N
URAJIDAH%20DALIMUNTHE%20(1)-1.pdf
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1.1 Di bawah ini merupakan table data terkait keterwakilan perempuan dari

penetapan calon anggota legislatif hingga sampai pada data anggota legislatif yang

terpilih untuk periode 2024-2029 di DRPD Kabupaten Langkat.

No Partai Politik
Jumlah

Dapil DCT

Jenis
Kelami

n
Jumlah

Calon tetap

Persentase
%

Perempua
nL P

1 Partai Kebaangkitan Bangsa 6 33 17 50 34
2 Partai Gerindra 6 27 23 50 46
3 Partai PDI Perjuangan 6 33 17 50 34
4 Partai Golongan Karya 6 35 15 50 30
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5 Partai Nasdem 6 33 17 50 34
6 Partai Buruh 6 10 3 13 23,07
7 Partai Gelora 6 24 14 38 36,84
8 Partai Keadilaan Sejahtera 6 32 18 50 36
9 Partai Hati Nurani Rakyat 5 10 6 16 37,5

10 Partai Garda RI 6 7 7 14 50
11 Partai Amanat Nasional 6 31 19 50 38
12 Partai Bulan Bintang 6 31 14 45 31,11
13 Partai Demokrat 6 29 21 50 42
14 Partai Solidaritas Indonesia 6 11 7 18 38,88
15 Partai Perindo 6 32 17 49 34,69
16 Partai  Persatuan

Pembangunan 6 32 14 46 30,43

17 Partai Ummat 6 17 18 35 51,42
Sumber Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan 11

Table 1.2 Data keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

K kabupaten Langkat a untuk Periode 2019 dan 2024.

Periode Jumlah Total
Anggota DPRD

Jumlah Anggota
Perempuan

Persentase
Perempuan

2019 50 Orang 8 Orang 16%
2024 50 Orang 5 Orang 10%

Sumber Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat 12

Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan

merupakan dampak dari adanya hambatan struktural dan fungsional yang

menghalangi partisipasi perempuan.13

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah

bagaimaan proises optimalisasi affirmative action dalam keterwakilan perenpuan dan

hambatan serta upaya dalam Optimalisasi pelaksanaan affirmative action terkait

keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

di DPRD Kabupaten Langkat dianalisis melalui pendekatan hukum empiris. Penelitian ini

11 KPU. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd, Akses Tanggal 18 Mei 2025.
12 KPU. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd, Akses Tanggal 18 November

2024.
13 Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, Hak Asasi manusia Dender dan Demokrasi. CV.

Sketsa Media, Jatinagor, 2022. Hlm. 125.
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berfokus pada data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui

kegiatan lapangan sebagai sumber utama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan socio-legal (sosiologi hukum), yang menitikberatkan pada perilaku individu

maupun masyarakat dalam hubungannya dengan penerapan hukum.14

Penelitian ini memanfaatkan data yang dikumpulkan langsung dari sumber

utama. Data primer diperoleh melalui responden, informan, dan narasumber yang

berada di Kabupaten Langkat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data

sekunder, yang mencakup bahan-bahan dari studi kepustakaan dan dokumen

hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Literatur yang relevan

turut digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperdalam analisis serta

memperkuat keabsahan temuan dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Affirmative Action Dalam Keterwakilan Perempuan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di DPRD

Kabupaten Langkat

Optimalisasi adalah proses atau usaha untuk memperoleh hasil maksimal dari

sesuatu, baik dalam hal kualitas, kuantitas, efisiensi, keuntungan, atau efektivitas.

Tujuan dari optimalisasi adalah mencapai performa terbaik dan hasil yang paling efektif

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara sebaik mungkin.15

Tindakan afirmatif merupakan suatu kebijakan yang dirancang untuk membuka

akses yang setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi

atau marginalisasi dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk

memperbaiki ketimpangan dan ketidakadilan yang telah berlangsung dalam jangka

panjang, melalui pemberian perlakuan khusus atau keistimewaan kepada kelompok

tertentu. Tanpa adanya kebijakan affirmative action, perempuan cenderung

menghadapi hambatan dalam menyalurkan potensi, kemampuan, dan kontribusinya

secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.16

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.87.
15GuruPrajab.2025),ArtiOptimalisasiMenurutKBBI,https://www.guruprajab.com/optim

alisasi/?utm_source=chatgpt.com, Tanggal Akses 30 Mei 2025.
16 Rasyidin, Fadhia Aruni, Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik, Unimal

Press, Lhokseumawe, 2018.hlm.44.
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Lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam bidang politik karena

bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan. Di Indonesia, lembaga ini hadir di

berbagai tingkatan, baik nasional maupun daerah, yang meliputi Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Tingkat I), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Tingkat II), serta Dewan Perwakilan

Daerah (DPD).17

Ada pun proses optimalisasi affirmative action dalam meningkatkan

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai berikut:

1. Perbaikan Regulasi

Langkah untuk mengoptimalkan kebijakan affirmative action diawali dengan

pembenahan aturan yang mengatur keterlibatan perempuan di lembaga legislatif.

Indonesia telah mengadopsi kebijakan kuota minimum 30% perempuan dalam

proses pencalonan anggota legislatif, yang tercantum dalam sejumlah peraturan

perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Penyediaan Ruang Partisipasi Perempuan Yang Luas

Optimalisasi keterwakilan perempuan tidak hanya soal kuota, tetapi juga

memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang luas untuk

berpartisipasi secara bermakna dalam politik. Penyediaan ruang partisipasi

perempuan yang luas dalam politik bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi juga

tentang memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam

proses pengambilan keputusan.

3. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan

Evaluasi dan perbaikan kebijakan dalam keterwakilan perempuan

merupakan suatu proses penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada

benar-benar efektif dalam meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan

dalam dunia politik salah satunya lembaga legislatif. Evaluasi kebijakan ini biasanya

melibatkan analisis terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,

responsivitas, dan ketepatan kebijakan yang diterapkan

17 Anna Margret, dkk. Meyoal data Representasi perempuan Di Lima Ranah,Cakra Wikara
Indonesia,Jakarta Selatan, 2023. Hlm. 11.
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4. Penguatan Peran Partai Politik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai

politik merupakan organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh

sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dan

pandangan. Tujuan pembentukan partai politik tersebut adalah untuk

memperjuangkan dan mewadahi kepentingan politik masyarakat, bangsa, negara,

serta para anggotanya.

5. Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan

Optimalisasi juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas calon legislatif

perempuan, seperti pelatihan public speaking, pemahaman isu gender, dan

pemberdayaan, agar mereka mampu bersaing dan berkontribusi secara nyata

dalam proses legislasi serta kebijakan publik.18

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan

prinsip affirmative action dalam Pasal 245 dan Pasal 246, yang menyebutkan

bahwa:

1. Setiap partai politik peserta pemilu wajib menyertakan paling sedikit 30%

keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif.

2. Daftar bakal calon harus disusun dengan prinsip zipper system, yakni setiap tiga

orang calon, paling sedikit satu di antaranya adalah perempuan

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif khususnya di

DPRD Kabupaten Langkat menjadi hal yang dapat menginspirasi para perempuan

untuk berpartisipasi aktif di ranah politik, dengan adanya keterwakilan perempuan

juga dapat meningatkan persentase perempuan dalam dunia politik, dan hal tersebut

dapat memperkuat peran perempuan dalam pembangunan politik dan sosial serta

dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan.19

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Langkat Ibu

Juriah menyatakan bahwa, “Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif

18 DP3AP2DIY, 2023, Strategi Dalam Meningkatkan Kterwakilan Perempuan Dalam
Parleme,https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/blog/Strategi-Meningkatkan-Keterwakilan-Perempuan-
dalam-Parlemen, Tanggal Akses 15 Juni 2025.

19 Wagiono, Sekretaris PAC Kecamatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Wawancara tanggal 23 Maret 2025.
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memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi serta permasalahan yang

dihadapi oleh kaum perempuan dan  menekankan pentingnya pendidikan politik

bagi perempuan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas keterwakilan

perempuan di dunia politik. Ia juga menyatakan bahwa saat ini tidak lagi terdapat

hambatan berupa budaya patriarki dalam lingkup DPRD Kabupaten Langkat.

Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa perempuan yang menduduki posisi

strategis atau memiliki jabatan yang lebih tinggi dari laki-laki tetap perlu menyadari

dan menjaga kodratnya sebagai seorang perempuan”. 20

Dari hasil wawancara dengan DPC partai politik bapak Ralin Sinulingga

mengatakan bahwa, keterwakilan perempuan di lembaga politik dianggap penting

karena perempuan dinilai memiliki kemampuan untuk lebih menjaga temperamen

serta memiliki sifat pengasih yang menjadi nilai tambah dalam pengambilan

keputusan politik. Dalam upaya meningkatkan keterwakilan tersebut, partai politik

telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya membentuk divisi khusus

untuk perempuan, mengadakan kegiatan pembinaan seperti program "Srikandi",

menyelenggarakan sosialisasi politik kepada kader perempuan, serta memberikan

dukungan finansial guna menunjang partisipasi aktif perempuan dalam dunia

politik.21

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat keterwakilan perempuan

dalam dunia politik, khususnya di DPRD Kabupaten Langkat memiliki peran yang

sangat penting dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan dianggap membawa nilai-nilai positif, seperti kemampuan

dalam mengelola emosi, sikap pengasih, dan pendekatan yang lebih humanis dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting dalam

mendorong keterwakilan perempuan dengan melalui pembentukan divisi khusus

perempuan, program pembinaan seperti “Srikandi”, sosialisasi politik, serta

pemberian dukungan finansial bagi kader perempuan yang berpartisipasi aktif.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dalam

mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah politik. Namun meskipun perempuan

20 Juriah, Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Wawancara  Tanggal 8 Juni 2025.
21 Ralin Sinulingga, Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, Wawancara Tanggal 8 Juni

2025.
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sudah mendapatkan ruang serta kepercayaan, penting bagi mereka untuk tetap

memahami peran dan kodratnya sebagai perempuan, sebagaimana disampaikan oleh

narasumber, agar dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab publik dan pribadi.

Melihat dari data calon tetap anggota legislatif di pemilihan umum 2024,

pelaksanaan affirmative action di Kabupaten Langkat telah menunjukkan kemajuan

pada aspek kepatuhan administratif, yakni terpenuhinya kuota 30% perempuan

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari hampir seluruh partai peserta pemilu. Hal ini

menunjukkan adanya pemahaman dasar partai politik akan pentingnya regulasi

keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 245 dan 246

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Table 3.1 di bawah ini menggambarkan persentase keterwakilan perempuan

dalam daftar bakal calon dan anggota terpilih DPRD Kabupaten Langkat pada

pemilihan umum 2024.

No Partai Politik
Persentase
Perempuan

Dalam Daftar Calon

Anggota DPRD
Terpilih

1 Partai Kebangkitan Bangsa 34% 0 Dari 17
2 Partai Gerindra 46% 0 Dari 23
3 Partai PDI Perjuangan 34% 1 Dari 17
4 Partai Golongan Karya 30% 1 Dari 15
5 Partai Nasdem 34% 1 Dari 17
6 Partai Buruh 23,70% 0 Dari 3
7 Partai Gelora 36,48% 0 Dari 14
8 Partai Keadilan Sejahtera 36% 1 Dari 18
9 Partai Hati Nurani Rakyat 37,50% 0 Dari 6

10 Partai Garda Republik Indonesia 50% 0 Dari 7
11 Partai Amanat Nasional 38% 1 Dari 19
12 Partai Bulan Bintang 31,11% 0 Dari 14
13 Partai Demokrat 42% 0 Dari 21
14 Partai Solidaritas Indonesia 38,88% 0 Dari 7
15 Partai Perindo 34,69% 0 Dari 17
16 Partai Persatuan Pembangunan 30,43% 0 Dari 14

Dari data tersebut, terlihat bahwa optimalisasi affirmative action belum

berjalan dengan baik ,walaupun kuota keterwakilan perempuan mencapai 30%

dalam daftar bakal calon, akan tetapi jumlah perempuan yang terpilih masih jauh

dari angka tersebut

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/
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1. Kendala Dalam Proses Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action dalam

Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Langkat.

Pada optimalisasi kebijakan affirmatif terhadap keterwakilan perempuan

masih menghadapi beberapa kendala, meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengisyaratkan 30%

untuk perempuan dalam legislatifRegulasi dan Penegakan Hukum.

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi affirmative

action dalam keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif DPRD Kabupaten

Langkat

1. Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan

Minimnya program pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan

mengakibatkan kurangnya kesiapan dan kapasitas mereka dalam menghadapi

proses politik. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menciptakan

kandidat yang bermutu dan berkualitas.22

Pendidikan politik sendiri telah dinjabarkan dalam pasal 34 ayat (3b)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

“Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan

kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia

dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai

Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”23

2. Implementasi regulasi yang lemah

Meskipun ada regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan,

implementasinya seringkali lemah dan tidak konsisten. Beberapa partai politik

masih meloloskan daftar calon legislatif yang tidak memenuhi kuota gender,

22 Fasya,Teuku Kemal, Pengamat Politik serta Akademisi, Wawanaacara tanggal 23 Mei
2025.

23 Alfarizi Muhammad Shadiqie, Harun Harun dan Hamdani Hamdani, “ Peran Partai
Politik Untuk Memberikan Pendidikan Politik Kepada msyarakat kota Langsa”, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa, Vol. IV No. 3, 2021, hlm 457. https://doi.org/10.29103/jimϐh.v4i3.6617
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terutama di daerah dengan jumlah kursi yang sedikit. Selain itu, tidak adanya

sanksi yang jelas bagi pelanggaran membuat kebijakan afirmasi perempuan dalam

politik hanya sebatas formalitas tanpa implementasi yang efektif.24

3. Penempatan posisi caleg perempuan kurang strategis

Meskipun ada kuota 30% untuk caleg perempuan, banyak partai politik

menempatkan perempuan pada nomor urut yang rendah atau daerah pemilihan

yang kurang strategis.25 Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil caleg

perempuan yang ditempatkan pada nomor urut pertama, yang memiliki peluang

lebih besar untuk terpilih.

Berdasarkan kendala-kendala di atas menunjukkan adanya kesenjangan

antara afirmasi normatif (peraturan hukum) dan pelaksanaan di tingkat lokal.

Kebijakan affirmative action belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif

karena masih tersandung pada faktor budaya, struktural partai, serta minimnya

kesiapan sumber daya perempuan. Ini memperkuat pentingnya reformasi dalam

sistem pencalonan legislatif, penguatan regulasi afirmatif, serta investasi jangka

panjang dalam pendidikan politik perempuan.

Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh berbagai

kendala yang menghambat perkembangan mereka. Oleh sebab itu, diperlukan

penerapan berbagai strategi secara bersamaan guna mengatasi hambatan-hambatan

tersebut, sehingga upaya meningkatkan representasi perempuan di parlemen dapat

tercapai. 26

2. Upaya dalam proses optimaisasi kebijakan affirmative action dalam

keterwakilan perempuan di DEwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Langkat

24 Khaeron, Riza Aslam, 2025, Partisipasi Perempuan Dalam Politik Indonesia Dinilai
Masih Rendah? Ini Faktanya, MetroTv News. https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVnYd-
partisipasi-perempuan-dalam-politik-indonesia-dinilai-masih-rendah-ini-faktanya.Aksestanggal
25 Mei 2025

25 Putra, Dzakwan Surya, 2024, Tantangan Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia,
Kompasiana,https://www.kompasiana.com/dzakwansurya99/6710a52434777c2d0563e6d2/t
antangan-perempuan-dalam-berpolitik-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com. Akses Tanggal
25 Mei 2025

26 Julie Ballington, Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Perempuan Di Parlemen: Bukan
Sekedar Jumlah, International IDEA, , Sweden, 2002. Hlm. 41
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Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan merujuk pada berbagai langkah

dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan perempuan memiliki peran yang setara

dalam politik, khususnya dalam lembaga legislatif. Tujuan utamanya adalah mencapai

representasi perempuan yang adil dan seimbang, sehingga kebijakan yang dihasilkan

dapat mencerminkan kepentingan semua kelompok masyaraka,27 Berikut ini beberapa

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kterwakilan perempuan:

1. Memperkuat Regulasi

Perlunya penegakan yang ketat terhadap regulasi kuota perempuan,

termasuk mekanisme penempatan nomor urut yang strategis agar perempuan

memiliki peluang nyata untuk terpilih.28 Partisipasi perempuan dalam dunia politik

memegang peranan penting, tidak hanya sebagai langkah menuju kesetaraan

gender, tetapi juga untuk menjamin bahwa kebijakan publik yang dihasilkan

mampu mewakili kepentingan dan harapan seluruh lapisan masyarakat.

2. Penerapan Zipper System

Sistem zipper secara bahasa diartikan sebagai varannan damernas yang

memiliki arti setiap kursi lain untuk perempuan. Zipper system mengharuskan

penempatan calon legislatif perempuan dan laki-laki secara bergantian dalam

daftar caleg.29 Misalnya, jika nomor urut pertama diisi oleh laki-laki, maka nomor

urut kedua harus diisi oleh perempuan, dan seterusnya. Sebaliknya, jika nomor urut

pertama diisi oleh perempuan, maka nomor urut kedua diisi oleh laki-laki, dan

seterusnya. Tujuannya adalah untuk memastikan keterwakilan perempuan yang

lebih adil dalam proses pemilihan legislatif.

3. Kaderisasi dan Pendidikan Politik Perempuan

Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan politik dan

pelatihan kepemimpinan sangat penting untuk mempersiapkan mereka

menghadapi dunia politik. Menyelenggarakan program pelatihan yang

27 Abira Massi Armond, 2024, Urgensi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPR RI,
KementerianSekretariatNegaraRepublikIndonesia,https://www.setneg.go.id/baca/index/urgen
si_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_di_dpr_ri. Akses Tanggal 25 Mei 2025.

28 Universitas Brawijaya Repository, 2021 “Reformasi Sistem Pemilu untuk Keterwakilan
Perempuan, https://repository.ub.ac.id/id/eprint/213467. Akses Tanggal 25 Mei 2025

29 Women Reseach Insitute, 2012, Representasi Perempuan Indonesia Pasca Judicial
Review UU Pemilu No 10/2008, https://wri.or.id/id/representasi-perempuan-indonesia-pasca-
judicial-review-uu-pemilu-no-10-2008/?utm_source=chatgpt.com.Akses Tanggal 25 Mei 2025.
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meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan

sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan politik.30

4. Advokasi dan Kesadaran Publik

Melakukan kampanye dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya

keterwakilan perempuan dalam politik dapat membantu mengubah persepsi

masyarakat yang masih didominasi oleh stereotip gender. Kegiatan ini dapat

dilakukan melalui media massa, seminar, dan diskusi publik untuk meningkatkan

kesadaran tentang kesetaraan gender dan pentingnya peran perempuan dalam

pembuatan kebijakan.31

4. KESIMPULAN

Proses optimalisasi affirmative action dalam keterwakilan perempuan di DPRD

Kabupaten Langkat meliputi, perbaikan reegulasi terhadap kuota keterwakilan

perempuan, menyediakan ruang lebih bagi perempuan, meningkatkan kapasitas

perempuan, penguatan peran partai politik dan evaluasi terkait kebijakan affirmative

action. Setelah dilakukan proses optimalisasi affirmative action dalam meningkatkan

persentase perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Langkat, pada

kenyataanya masih belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Karena meskipun

sebagian besar partai politik telah memenuhi ketentuan administratif mengenai kuota

30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, namun realisasi

keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD masih sangat rendah, yaitu hanya 10%

data tersebut di peroleh  pada Pemilu 2024.

Beberapa kendala utama dalam optimalisasi kebijakan affirmative action antara

lain, rendahnya tingkat pendidikan politik bagi perempuan, lemahnya implementasi

regulasi, serta penempatan calon legislatif perempuan yang kurang strategis dalam

daftar pemilu. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan

mencakup penguatan narasi kuota 30%, penerapan zipper system, peningkatan

30 UN Women, 2015, Women’s Political Participation and Leadership,
https://asiapaciϐic.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/07/womens-political-
participation-and-leadership, Akses Tanggal 25 Mei 2025

31 Muϐidah, Lilik Husna,2023, Muarakan Partispasi Dan Keterwakilan Perempuan Dalam
Parlemen, Warta Ekonomi, https://wartaekonomi.co.id/read523212/menyuarakan-partisipasi-
dan-keterwakilan-perempuan-dalam-parlemen?utm_source=chatgpt.com, Akses tanggal 25 Mei
2025.
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kaderisasi dan pendidikan politik, dukungan finansial dan logistik, serta advokasi dan

kampanye kesadaran publik. Namun, upaya-upaya ini masih membutuhkan komitmen

kuat dari berbagai pihak agar keterwakilan perempuan di ranah legislatif dapat lebih

optimal.
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